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14.Peraturan Pemerintah nomor 11O tentang Kedudukan 
Keuangan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah; 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata I'saha 
Kansan Daerah dan Penvusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Plain».sea­ 

1. Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan; 

12. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaaan dasn Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ; 

13. Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan euangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah ; 

\6 r ' - --, - . 8 Tahu 978 . 'et.tr Es. · · 'ri Nomor un l 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ; 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang claksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
alam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; 

18. Pe, aturan Menteri ............ 

• 

­ ­ - 

6. Undang-undans nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
ats Indang-undang Repubhik Indonesia nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor II Tahun 1975 
tentang C'ontoh-contoh Cara Penyusunan \nggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan 
embaran Negara Nomor 3691):; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692): 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693; 
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